




















setidak-tidaknya tahun 2015-2016 menjabat sebagai Kepala Sub Bidang 

Laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, di tahun yang sama AKBP 

Ernis Sitinjak., S.H., S.I.K merupakan bawahan langsung dari Jonius 

Taripar Hutabarat (JTP) di Puslabfor Polda Sumatera Utara. Kemudian 

pada bulan Desember 2023 AKBP Ernis Sitinjak., S.H., S.I.K 

ditempatkan sebagai Kapolres Tapanuli Utara sampai saat ini. 

b. Bahwa pada 23 September 2024 Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis

Sitinjak., S.H., S.I.K mengusulkan penggantian Pejabat Utama (PJU) di

Polres Tapanuli Utara yaitu Kasat Reskrim AKP Delianto Habeahan

diganti dengan IPTU Arifin Purba. Dimana IPTU Arifin Purba pernah

menjadi bawahan langsung AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran

Hutabarat (JTP) pada saat menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Utara

tahun 2018.

c. Bahwa pada 23 September 2024 Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis

Sitinjak., S.H., S.I.K mengusulkan penggantian Pejabat Utama (PJU) di

Polres Tapanuli Utara yaitu menjadikan AKP Lambok Stefanus Gultom

sebagai Kabag Ops Polres Tapanuli Utara. Yang mana AKP Lambok

Stefanus Gultom pada tahun 2018 terbukti berpihak pada Jonius Taripar

Parsaoran Hutabarat (JTP) saat mencalonkan Bupati Tapanuli Utara

tahun 2018 sehingga AKP Lambok Stefanus Gultom dipindah tugaskan

ke bagian Lalu Lintas Polres Kabupaten Toba.

d. Bahwa 4 (empat) hari setelah dilantik menjadi Kasatreskrim, tepatnya

pada tanggal 27 September 2024 setelah menjabat sebagai Kasat

reskrim IPTU Arifin Purba membuat surat panggilan yang ditujukan

kepada Camat Tarutung (vide Bukti P-16), Camat Simangumban (vide

Bukti P-17), Camat Pahae Jae (vide Bukti P-18), Camat Pahae

Julu (vide Bukti P-19) untuk menghadirkan Kepala-kepala Desa dengan

alasan adanya pengaduan Masyarakat yang bertujuan untuk memeriksa

dugaan penyelewengan Dana Desa T.A 2023. yang mana didalam

pemanggilan tersebut diakhir pemeriksaan penyidik mengarahkan

kepada kepala-kepala desa tersebut untuk memenangkan Calon Bupati

Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP).

e. Bahwa selain pemanggilan kepada para Camat tersebut diatas, terdapat

juga pemanggilan dari Polres Tapanuli Utara kepada kepala-kepala desa

antara lain Kepala Desa Hutaraja Hasundutan, Kee. Sipoholon (vide

Bukti P-20), Kepala Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae

(Vide Bukti P-21), Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Pahae Jae (Vide

Bukti P-22), Kepala Desa Setia Kecamatan Pahae Jae (Vide Bukti P-23),
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Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas, 

pokok dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sangat tidak 

objektif dan tidak professional, bahkan menurut pemohon telah berpihak 

kepada salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam 

Perbawaslu No. 9 tahun 2024; 

C. MASIF

Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PJ Bupati

Tapanuli Utara, Pit. Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli

Utara dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang menguntungkan

Pasion nomor urut 02 dan merugikan Pemohon yang mengakibatkan

perolehan suara Pasion nomor urut 02 meningkat secara signifikan secara

tidak wajar dan melawan hukum sebagaimana uraian dibawah ini

1) Bahwa telah terjadi peningkatan perolehan suara kepada Pasangan

Galon Nomor Urut 02 secara tidak wajar di Kecamatan Tarutung yang

diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan

masif yang dibuktikan sebagai berikut:

a. Terjadi pelanggaran tata cara pemungutan perhitungan suara di

TPS-TPS di wilayah tersebut seperti contoh yang terjadi di TPS 04

Desa Simamora kecamatan Tarutung Dimana petugas KPPS

melakukan penukaran 120 surat suara sah tercoblos dengan 120

surat suara yang sudah dicoblos dan dipersiapkan sebelumnya (vide

Bukti P-13) sehingga Pasion 02 memperoleh 268 suara dan

pemohon memperoleh suara 111. Bahwa, jika penukaran 120 surat

suara tersebut dikurangkan dengan perolehan 268 suara paslon

nomor urut 02, maka paslon nomor urut 02 memperoleh suara

sebanyak 148 suara, dan pemohon seharusnya bertambah menjadi

231 suara.

b. Bila dihitung dengan probabilitas dikalikan dengan 120 suara

(diambil/ditukar) sekitar 31,2 %. Apabila dikalikan dengan 638 TPS

di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara dimana suara paslon nomor

urut 02 sebesar 105.505 suara dikurangkan 31,2 % maka perolehan

suara seharusnya adalah 72.587 suara dan suara Pemohon menjadi

58.643 ditambah 32.918 maka perolehan suara Pemohon

seharusnya menjadi sebesar 91.561 suara atau setara 55, 7 %.

c. Bahwa uraian tersebut diatas berdasarkan keterangan kesaksian

Sdr. Melda Sihotang dan saksi lainnya yang melihat terjadinya hal
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yang sama berupa penukaran surat suara di TPS - TPS pada 

Kecamatan lain. (vide bukti P-14). 

d. Bahwa atas kejadian penukaran Surat Suara yang terjadi di TPS 04

Desa Simamora Kecamatan Tarutung, Tim Hukum Pemohon sudah

mengajukan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

dengan Nomor La po ran 

011/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/Xll/2024 dan Bawaslu 

Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan Rekomendasi 

tertanggal 10 Desember 2024 atas Laporan tersebut dalam formulir 

A.17 yang pada pokoknya meneruskan/merekomendasikan kepada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk 

ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi/teguran kepada para 

terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Vide Bukti P-15b), hal tersebut membuktikan bahwa 

benar terjadi penukaran surat suara oleh KPPS. 

2) Bahwa pada kecamatan Siatas Sarita yang kepala-kepala desanya

dikumpulkan oleh Kapolsek Sipoholon (vide bukti P), perolehan suara

paslon nomor urut 01 sebesar 2.395 suara (29 %}, paslon nomor urut 02

sebesar 5.647 (69 %) suara sehingga selisih suara sebesar 3.252 suara

(40 %). Bahwa dengan pemanggilan kepala-kepala Desa tersebut

berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor

urut 02.

3) Bahwa pada kecamatan Tarutung yang Camat dan kepala-kepala desa

yang dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim (vide

bukti P-) perolehan suara paslon nomor urut 01 sebesar 6.610 suara (28

%), paslon nomor urut 02 sebesar 16.482 (70%) suara sehingga selisih

suara sebesar 9.872 suara (42%). Bahwa dengan pemanggilan kepala­

kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat

tinggi untuk paslon nomor urut 02.

4) Bahwa pada kecamatan Simangumban yang kepala-kepala Desa dan Pit

Kepala desa yang dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat

Reskrim, perolehan suara paslon nomor urut 01 sebesar 1.747 suara (

40%) , paslon nomor urut 02 sebesar 2.438 (57%) suara sehingga selisih

suara sebesar 691 suara (17%). Bahwa dengan pemanggilan kepala­

kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat

tinggi untuk paslon nomor urut 02.

5) Bahwa pada kecamatan Pahae Julu yang Camat dipanggil oleh Kapolres

Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim, perolehan suara paslon nomor
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sekaligus telah mencederai hakekat dan tujuan pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yang menyatakan Pemilihan Umum yang se/anjutnya disebut 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasi/a dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU PILKADA Pasal 135A secara tegas telah

diatur sebagai berikut:

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara

terstruktur, sistematis, dan masif;

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran

administrasi Pemi/ihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu paling lama 14 (empat be/as) hari kerja;

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di/akukan secara

terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan

Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;

(5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan

pasangan ca/on.

7. Berdasarkan peristiwa-peristiwa, dampak yang ditimbulkan, berikut dasar hukum

sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas karenanya demi hukum dan

keadilan maka cukup alasan bagi Mahkamah apabila Pasion Nomor urut 02

didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tapanuli Utara tahun 2024.
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V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor 2061 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024

yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB

sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Galon Nomor Urut 2 atas nama

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan Dr. Deni Parlindungan

Lumbantoruan, M.Eng.;

3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Galon Nomor Urut 2 atas nama

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan Dr. Deni Parlindungan

Lumbantoruan, M.Eng sebagai Pemenang I Galon Bupati dan Wakil Bupati

terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024;

4. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menerbitkan

surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Galon Nomor Urut 1 yaitu Satika

Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Galon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo 

et bono. 

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi disampaikan Terima Kasih. 
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